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TEMNTANG
RETRIBUST PENYEDOTAM KAKUS
DENGAM RAHMAT TUHAM YANG MAMHA ESA
‘Q BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menimbang > 8. bahwa dengan telah ditetapkannva Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagal pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah RKabupaten Daerah Tingkat 11 Blora tentang
FPajak Daesrah dan Retribusi Dasrah perlu disesuai-~-
kan:

b. bahwa untuk melaksanakan penvaesuaian sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, maka perlu menvusun dan
menetapkan PFeraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora tentang Retribusi Penvedotan
Kakus .,

Mengingat = 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 19250 tentang Pam-~
bantukan Daerah-dasrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Tengah (Berita MNegara Republik

& Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tanun 19274 tentang Pokok-
pokok  Pemerintahan 0i Dasgrah ( Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1974 MNomor 38, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Momor 3037 );
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
facara  Pidana {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1981 Momor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 3209);

4. Undang~undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kese-
hatan ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1992  MNomor 100,Tambahan Lembaran HNegara Republilk
Indonesia Momor 349%):

5. Undang~undang NMomor 18 Tahun 19297 tentang Pajak
Dasrah Dan Retribusi 0Oasrah ( Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3685);

&. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo-—
laan Lingkungan Hidup ( Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1997 MHomor 68, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 3%699):
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. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia HNomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Oaerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 HNomor 55,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor
3692 )

$. Peraturan HMenteril Dalam Negerl MNMomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Bslanja
Dasrah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeril MNomor 2 Tahun 1996
tentanyg Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momer 2 Tahun 19224 tentang Pelaksanaan anggaran
Pendapatan dan Belanjia Dasrah;

10. Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Paeraturan
Daerah Pgrubahan;

11l. Keputusan Menteri Oalam Megeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dasran
Q tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. '

12. Keputusan Menteri Dalam Hegeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

13, Keputusan Menteri Dalam Megeri MNomor 17% Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan DI Bidang Retribusi
Daerat;

14, Keputusan Menteri Dalam Hegeri Momor 43 Tahun 1998
tentang tentang Tata Naskah Dinas 01 Lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Xotamadva Daerah Tingkat I1I1:
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Keputusan Menteri 0alam MNegeri Momor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Dasrat Tingkat I dan Daersah Tingkat I1I1;

16. Peraturan Daerah Kaebupaten Daerah Tingkat 11 Blora
) Homor & Tahun 1988 tentang Penvidik Pegawai MNegeri
‘!. ' Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daeran
o Tingkat II Blora ( Lembaran DRaerah Kabupaten Dasrah
Tingkat II Blora Tahun 1988 MNomor 5 Seri D Nomor
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
Nomor & Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan
dan Ketertiban Kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora
{(lLLembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Blora
Momor & Tahun 19921 Seri D nomor 4):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daesrah
Tingkat I1 Blora
MEMUTUSKARN

Menetapkan @ PERATURAN OAERAH  KABURPATEMN DAERAH TINGKAT II  BLORA
TENTANG RETRIBUSIT PENYEDQTAN KAKUS.

BaB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

& .
b.

C.
.

f.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora:;

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintabh Kabupaten Daerah Tingkat 11X
Blora:

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Blorag
Retribusi Penyvedotan Kakus vang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daserah sebagal pembavaran atas Jjasa pelavanan
penvedotan kakus vang disediakan oleh Pemerintah Qasrah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

Surat Pemberitahuan Retribusl Daerah vang selanjutnva disingkat
SPTRD  adalah surat vang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembavaran retribusi wvang terutang
menurut Peraturan Daesrah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat SKRD
adalabh Surat Keputusan vang menentukan besarnva jumlah retribusi
terutandg:;

Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu vang merupakan
batas waktu bagl waiib retribusi untuk memanfaatkan Jjasa dari
Pemerintah:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar vang selanjutnva
disingkat SKRDKE adalah surat keputusan vang memutuskan besarnva
retribusi daerah vang terutandg:

Surat Ketetapan Retribusi 0DOaerah Kurang Bayar Tambahan vang
zelanjutnya disingkat SKRDOKBT adalah surat keputusan vang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah vang telah
ditetapkans;

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

B AR II
HAMe, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Mama Retribusi adalah Retribusi Penvedotan Kakus.

Fasal 3

Obvek Retribusi adalah setiap pelavanan penvedotan kKakus.

Pasal 4

Subyek Retiribusi adalah orang pripadi atau badan YA
memanfaatkan/menggunakan pelavanan penvedotan kakus.

Bag III
GOL.ONGAN RETRIBUSIT

Pasal 5

Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BaAaB IV

CARA MEMGUKUR TIMGKAT PEMGEUMAAN JASA




Pasal &
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan penvedotan.
BAaBR V¥

PRINSIFP PENETAPAN, STRUKTUR DAM BESARMYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi,
penyedotan, pembuangan, perawatan dan pembinaan.

Pasal a

Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a. Sekali penyvedotan Rp. 40.000,~
b. Untuk di luar ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 111 Blora
ditambah biaya operasional Rp. 10,000, ~

‘!. BaB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTaM
Pasal <

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRO atau dokumen lain
vang dipersamakan.

{2} Pemungutan retribusi pada  prinsipnya tidak dapat dialihkan
kepada pihak ketiga/diborongkan.

{3} Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat
memanfaatkan/menggunakan penyaedotan kakus vang disediakan oleh
Femarintah Daerah.

{4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini disetor ke Kas Daerah secars brutto.

a Pasal 10
(1) Setiap Wajiib Retribusi waljib mengisi SPTRD.
(2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanya.

an
i
e

Bentuk, isi dan tata cara pengisian S$PTRD ditetapkan cleh Kepala
Daerah.

Pasal 11
Retribusi dipungut di Wilavah Daerah.

BaAaB VII

TATA CARA PEMBAYARAM
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(3)

(4)
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(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 12

Kepala Daerah mensetapkan tanggal jatuh tempo pembavaran cdan
penvetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutanyg.

SKRD, SKRDOKEB, SKROKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, 3urat
Keputusan Kebsnaran dan Putusan Banding vang menyebabkan Jjumlah
retribusi vang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal diterbit-
kannya .

Kepala Dasgrah atas pesrmohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan persastujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda  pembavaran
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 2 {dua persen) setiap
pulan.

—i

‘ata  cara pembavaran, tempat pembavaran, penundaan pembayaran
ratribusi diatur dengan Keputusan Kepala Dasrah.

BanR VII
TATA CARA PENAGIHAM
Pasal 13
Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKROKB, SKRDKBT, STRD,
syrat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebanaran dan
putusan BRanding vwang tidak atau kurang dibayar oleh Walib

Retribusi pada waktunyva dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vand berlaku.

BARB IX

KaDALUWARSHA

Pasal 14
penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
% (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnva raetribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. fda pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang-

sung maupun tidak langsung.

B aAaB X

TETA CARA PENGHAPUSAN PIUTAMG RETRIBUSI
YAMG KaDaAlUWARRSA

Fasal 15

piutang retribusi vyang tidak mungkin ditagih lagl karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.




{27 Kepala Daerah menstapkan Képutusan Penghapusan Piutang Retribusi
Daerah vang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud avat (1) pasal
ini.

BaB o VII
SAHKST ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar tepat pada waktunyva atau
kurang membavar, dikenakan zanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 2 {(dua persen) setiap bulan dari besarnva retribusi terutang vang
tidak atau kurang bavar dan ditagih dengan menggunakan S$TRO.

B aR XII
PELAKSANAAN DaN PENGAWASAM
Pasal 17

{1} Pelaksanaan teknis atas berlakunva Peraturan Dasran ini
ditetapkan coleh Kepala Daerah.

(21 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
Inspektorat Wilavah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilavah/Daerah.

(3) Kepada aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud avat
(1) dan avat (2) pasal ini., diberikan bilaya operasional vang
besar dan pembagiannva, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Dasrah dan dituangkan dalam angaaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

B AR K111
KETEMNTUAN PIDANA
Pasal 18

Pelanggaran terhadap kKetentuan-Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyvak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

8 0B X1V
PEMY I DI KATHM
Pasal 19

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Dagrah diberl wewsnang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan
panyidikan tindak pidana o1 bidang retribusi dasrah sebagaimana
dimaksud dalam Undang - undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayvat (1) pasal ini,
adalahn:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitl keterangan atau
laparan berkenaan dengan tindak pidana i bidang retribusi
dasrah agar kKeterangan atau laporan tersebut meniadi  lebih
lengkap dan Jjelas;

&




b, Meneliti, wmencari, dan mengumpulkan keterangan mengenal
arang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sshubungan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
dasrah:;

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembu-
kuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyvitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penvidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Menvuruh  berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen vang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e:

h. Memotret seseoranyg berkaltan dengan tindak pidana di  bidang
retribusi daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa

sebagal tersangka atau saksig

Menghentikan penyidikan;

. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidi-
kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.
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Panvidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainva penyvidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya
kapada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan vang diatur Dalam
Undang~undang Momor 8 Tahun 1281 tentang Hukum Acara Pidana.

B aB XV
KETEHTUAN PEMUTUR
Pasal 20
(1) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Oserah ini, sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.
£2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarn.
Agar supaya setlap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannva dalam
L.embaran Dasrah.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 29 - /o — (fyp

DEWAM P AN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TIMGKAT I1
KeBUPATE TIMGRE" 3LOFA BLORA
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H. WaHYU HARDJIONG H. SOEKARDT HARDJIOPRAWIRGO, MBA




PENJELASAM

PERATURAM DAERAH KABURPATEM DAERAMH TINGKAT IT BLORA

NOMOR 20 TaHUM 1998
TENTAMG

RETRIBUSIT PEMYEDOTAN KARUS

PEMJIELASAN UMUM.

Sesuyal dengan Undang-undang MNomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan 01 Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi

Daera

h

merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat

melaksanakan otonominva, vaitu mampu mengurus dan mengatur rumah
tangganva sendiri.

Sumber
sumber
pambangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan
masyvarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
vang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II
khususnya Pemerintahkabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Momor

maka

paendapatan dasrah tersebut diharapkan mampu menjadi

pempbiavaan bagil penvelenggaraan pemnarintanhan dan

Sehubungan dengan telah ditetapkannva Undang-undang

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,

seluruh ketentuan vang mengatur tentang Pajak Daerah dan
Retribusi di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1997tentang Retribusi Dasrah yvang merupakan peraturan pelaksa-
naan dari Undang-undang HNomor 18 Tahun 19297, Retribusl Penyedo-
tan Kakus ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi  dasrah.
dalam rangka menjamin ketertiban dan pelavanan kepada
masvarakat vang memanfaatkan/menggunakan fasilitas penvedotan

Maka

kakus

vang disediakan oleh Pemerintah Daerah, diperlukan

pengaturan retribusinva vang dituangkan dalam Peraturan Dasrah.

PEMJIELASAMN PaSal. DEMI PASAL.

FPasal
huruf

Fasal

RPasal
huruf

Pasal

1
h

1

—t

23

nuruf a s/d @ Cukup jelas.

huruf i : - Retribusi vang pembavarannya dengan
menggunakan SKRD masa retribusinva
1{satu) bulan.

- Retribusi Yang pembavarannva dengan
menggunakan dokumen lain vang dipersama-
kan dengan  SKRD masa retribusinva
harian.

huruf j s/d @ Cukup jelas.

s/d Pasal % : Cukup jelas.
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Pasal 4 = Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha vang meliputi Perssroan
Terbatas, Perserocan Komanditer, Perseroan
lainnva, tadan  Usaha Milik Megara atau
Dasrah dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kKongsi, kKoperasi, vavasan atau organisasi
Yang sejenis, lembaga, dana paensiun,
bentuk usaha tTetap serta bentuk badan
usaha lainnva.

Pasal 5 : yvang dimaksud dengan Jasa usaha adalah
kegiatan Pemerintah Dasrah berupa usaha
dan pelavanan vang menyebabkan barang,
fasilitas atau kemanfaatan lainnva vang
dapat dinikmati orang pribadi atau badan
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor
swasta;

Q Pasal & s/d Pasal & : Cukup jslas.

Pasal ¢ avat (1) s oYang dimaksud  dengan dokumsn  lain  vang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal @ avat (2) » Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-

kan adalah bahwa seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah- |
kan kepada pilhak ketiga. Mamun dalam
pangartian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Dagrah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selek-
tif dalam proeses pemungutan  retribusi,
Pamarintah Qaerah dapat bekerja sama |
dengan badan—badan tertentu vang Kkarena
profesionalismenva  lavak dipercava untuk
ikut melaksanakan sebagilan tugas pemungu—
tan Jenis retribusi secara lebih efisien.
a Kegiatan pemungutan retribusi vang tidak
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketigs
adalah kegliatan perhitungan besarnya
retribusi terutang, pengawasan penyetoran
retribusl dan penagihan retribusi.

Pasal 9 avat (3) : Cukup jelas.
s/d ayat (4)

Pasal 10 avat (1) o~ Kewajiban  untuk mengisi SPRTRD berlaku
bagi wajib retribusi vang menggunakan
jasa pelayvanan pemerintah Dasrah secara
terus menerus, periodik dan berlangga-
nan, misal : bulanan, tabunan.

~ Bagi wajib retribusi vang mensrima jasa
pelavanan secara langsung dan tidak
periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi
SPTRD  dan  pembavaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokumen lsin.

Pasal 10 avat {(2) » Cukup jelas.
s/d avat (3]




Pasal 11 s/d » Cukup jelas.

Pasal 14 avat (1)

Pasal 14 avat (2) s Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,

huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sajak
tanggal penvampalan Surat Teguran terse—
but.

huruf b - Yang dimaksud dengan pengakuan  utang

Basal 15 s/d Pasal 19:
avat (2)

Pasal 19 avat (3) x

fPasal 20

zy

retribusi  secara langsung adalah wajib
retribusl dengan kesadarannya menvatakan
masih mempunyail utang retribusi dan
belum melunasinva kepada Pemerintah
Dasrah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah wajib

retribusi tidak secara nvata-nyata
langsung menyvatakan bahwa ia mengakui
mEmpunyal utang retribusi kepada

Pemerintah Daerah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan menvampaikan hasil
penyidikannva kepada Penuntut Jmum
adalah menyerahkan hasil penyvidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penvidik
Polri.

Cukup jelas.
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